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KADES DI BREBES GELAPKAN DANA DESA UNTUK JUDI ONLINE 

 
Sumber Gambar: 

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/06/28/Konpers-kasus-korupsi-DD-oleh-kades-di-

Brebes.jpg.webp 

 

Isi Berita:   

Brebes (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Brebes, Jawa Tengah, secepatnya melimpahkan 

kasus tindak pidana korupsi dana desa sebesar Rp977,5 juta dengan tersangka Kepala 

Desa Jatimakmur Suhendri ke Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang. 

"Ya, kami secepatnya akan melimpahkan kasus itu ke Pengadilan Tinggi Tipikor 

Semarang karena berkas perkara sudah P-21 (lengkap)," kata Kepala Seksi Pidana Khusus 

Kejari Kabupaten Brebes Antonius saat dihubungi melalui telepon, Jumat. 

Menurut dia, berkas perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Kades Jatimakmur 

Sehendri dilimpahkan oleh Polres Brebes kepada Kajari Brebes pada hari Kamis (27/6). 

Berkas perkara itu, kata dia, sudah cukup P-21 dan sudah terpenuhi untuk dipersiapkan 

pelimpahan kasus itu ke Pengadilan Tipikor Semarang. 

"Saat ini, untuk penahanan Kades Suhendri  sudah dilakukan di Rumah Tahanan Brebes, 

dan secepatnya untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang," katanya. 

Dikatakan bahwa Suhendri ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana desa 

pada tahun 2019 hingga 2022. Dalam kurun waktu tersebut, dana desa yang telah 

digelapkan sebesar Rp977,57 juta. 

"Berdasarkan audit pihak Inspektorat Brebes, penyelewengan uang yang didapat dari 

saluran bantuan modal dan kegiatan yang tidak dilaksanakan, termasuk anggaran Bantuan 

Keuangan APBD yang tidak dilaksanakan atau dikerjakan oleh tersangka," katanya. 
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Berdasar hasil temuan, kata Antonius, dana desa mencapai sekitar Rp977,57 juta yang 

telah dikorupsi itu berasal dari bantuan penyertaan modal bumdes sebesar Rp34 juta, 

bantuan langsung tunai (BLT) untuk 333 keluarga penerima manfaat sebesar Rp99,9 juta. 

Selain itu, anggaran dana desa untuk pembuatan pagar keliling dan talut sebesar Rp210,7 

juta. Namun, direalisasikan sebesar Rp21,68 juta. 

Dari hasil pengakuan tersangka, kata dia, uang hasil korupsi untuk judi online (daring) 

berupa slot, judi Singapura, dan trading. 

"Selain untuk judi online, uang dana desa juga digunakan tersangka untuk trading," 

katanya. (Kutnadi) 
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Catatan  

 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

● Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima 

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi 
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Dana Alokasi Khusus.  Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, 

maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi. 

● Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang 

berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:  

“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian 

wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”. 

● Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah 

sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya 

disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau 

bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan 

investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan 

jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

b. Pasal 87  

1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa. 

2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk 

unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. 

3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

 

 

 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 


